
BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa praktek BPJS 

Kesehatan Kabupaten Jember dalam melayani para anggotanya sudah 

sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-undang Nomor 

24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

dan beberapa aturan terkait, seperti perpres (peraturan presiden).  

2. Menurut perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktek lembaga 

tersebut ada yang sesuai ketentuan, seperti mekanisme kepesertaan dan 

jaminan pelayanan kesehatan. Sedangkan dari aspek pembayaran iuran 

dan pengelolaan dana terdapat unsur maghrib (maysir, gharar dan 

riba). Indikasinya : pertama, Gharar (ketidakjelasan) bagi peserta 

dalam menerima hasil dan bagi penyelenggara dalam menerima 

keuntungan atau bersifat spekulatif; kedua, mukkhatarah atau taraddud 

(untung-untungan), yang berdampak pada unsur maysir (judi); ketiga, 

riba fadhal (kelebihan antara yang diterima dan yang dibayarkan), 

termasuk denda karena keterlambatan. Karena itu, kebolehan menjadi 

peserta BPJS Kesehatan karena faktor darurat. Darurat dimaksud 

sebelum berdiri BPJS Kesehatan syari’ah atau sebelum ada DPS 

(Dewan Pengawas Syariah) di lembaga tersebut.  
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B. Saran-saran 

1. Dalam mekanisme kepesertaan BPJS Kesehatan seharusnya tidak ada 

kelas tiga peserta mandiri. Tetapi kelompok ini seharusnya masuk 

kelas penerima bantuan iuran (PBI). 

2. Dalam mekanisme pembayaran iuran seharusnya sejak awal ditata. 

Penataan itu berupa pemisahan dana dari hasil setoran para peserta. 

Dana itu dipisah dalam dua kelompok, yakni ada dana masuk ke dalam 

tabungan peserta dan dana masuk ke rekening tabarru. Sehingga dana 

dari para peserta tidak hangus begitu saja ketika klaim itu tidak terjadi. 

3. Dalam mekanisme jaminan dan pelayanan kesehatan seharusnya untuk 

bidang ini diperluas, baik mulai kerjasama dengan para penyelenggara 

kesehatan, atau aneka macam obat-obatan yang masuk di wilayah 

coveran gratis. Artinya, jangan sampai para peserta kecewa dengan 

sistem pelayanan ini. Slogannya gratis tapi masih bayar di sana-sini. 

4. Dalam mekanisme pelayanan kesehatan diupayakan memangkas jalur 

birokrasi yang panjang. Misalnya antrean yang panjang dan surat 

rujukan yang mengurusnya lama yang dikawatirkan pasien meninggal 

duluan. 
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